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Abstrak 

Indonesia termasuk salah satu Negara yang terkena dampak dari Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) pada sector perekonomian Negara. Berbagai upaya 

pencegahan covid-19 telah diterapkan salah satunya adalah kebijakan social 

distancing (pembatasan social). Kebijakan ini berakibat terjadinya pemutusan 

hubungan kerja yang cukup signifikan, seperti yang terjadi di PT Raya Padang 

Langkat Kebun Aceh Tamiang. Alasan melakukan pemutusan hubungan kerja 

tersebut adalah Force Majeur (keadaan memaksa) karena mengalami kerugian. 

Dalam hukum Islam pemutusan hubungan kerja disebut dengan pembatalan 

(fasakh) akad ijarah. Penelitian ini mengkaji: bagaimana PT Raya Padang Langkat 

Kebun Aceh Tamiang melakukan pemutusan hubungan kerja? dan bagaimana 

pandangan hukum Islam terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak? Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif. Data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara 

langsung dengan narasumber. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konsep. Tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan dan menganalisis pemutusan hubungan kerja secara sepihak 

dimasa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutusan 

hubungan kerja yang dilakukan tidak dapat dibenarkan karena alas an force 

majeur dapat digunakan apabila perusahaan mengalami kerugian selama 2 tahun 

berturut-turut, tetapi pandemi Covid-19 ini belum mencapai 2 tahun, serta masa 

pandemi Covid-19 dalam islam tidak dapat dijadikan uzur dalam berakhirnya 

(fasakh) perjanjian kerja (ijarah) karena perusahaan masih beroperasi hingga saat 

ini. Selain itu pemerintah telah menerapkan kebijakan serta subsidi upah kepada 

pekerja dan perusahaan sebagai upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja di 

masa pandemi Covid-19.  

 

 



Latar Belakang 

Istilah Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK merupakan hal yang sering 

terjadi dalam dunia kerja, dimana berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan 

dengan pekerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak 

dan kewajiban antara perusahaan dengan pekerja. Hal ini bisa terjadi baik karena 

berakhirnya masa kontrak kerja pekerja dengan perusahaan  maupun pengunduran 

diri dari pekerja tersebut, dimana pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan 

harus dengan alasan tepat, serta tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh 

perusahaan tanpa adanya alasan yang jelas. Dimasa pandemi Covid-19 ini banyak 

perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap 

pekerjanya dengan alasan perusahaan mengalami kerugian selama masa pandemi, 

seperti yang dialami oleh para pekerja di PT. Raya Padang Langkat Kebun Aceh 

Tamiang. 

Berdasarkan ketentuan UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 

165-165 perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja terhadap karyawannya 

apabila: PHK massal karena perusahaan tutup akibat mengalami kerugian yang 

terjadi secara terus menerus dan disertai dengan bukti keuangan yang telah di 

audit oleh akuntan publik paling sedikit dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, atau 

disebut dengan keadaan memaksa (Force Majeur). 

Dalam hukum Islam, hubungan kerja  termasuk ke dalam akad Ijarah dalam 

hal sewa menyewa jasa  (perburuhan). Ijarah dianggap sah jika terpenuhi syarat 

dan rukunnya. Selain itu akad ijarah sah apabila masing-masing pihak melakukan 

dengan suka rela, mengetahui dengan sempurna barang yang diakadkan, serta 

barang tersebut juga harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Syara‟, yang 

mana manfaat yang diakadkan itu merupakan hal yang mubah, bukan hal yang 

haram dan bukan wajib. 

Hasil observasi awal yang telah dilakukan di PT. Raya Padang Langkat Kebun 

Aceh Tamiang dengan mewawancarai salah satu pekerja yang telah di PHK 

diketahui bahwa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak 

dalam bentuk pemberhentian kerja sementara terhadap karyawannya dengan 

alasan perusahaan mengalami kerugian selama masa pandemi Covid-19. 



Pemutusan Hubungan Kerja ini terjadi begitu saja tanpa adanya penjelasan di 

awal, perusahaan hanya memberikan surat pemutusan hubungan kerja sama. 

Tidak hanya itu perusahaan juga tidak memberikan hak karyawannya yang berupa 

pesangon atau upah ganti rugi. Para karyawan yang di PHK ini berstatus sebagai 

Kerani Afdeling yang tugasnya mencatat kebutuhan-kebutuhan kebun, juga 

banyak pekerja lain yang statusnya sebagai karyawan lapangan.  

Perusahaan PT. Raya Padang Langkat Kebun Aceh Tamiang melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya dengan alasan mengalami 

kerugian akibat Covid-19 (Force Majeur), padahal perusahaan tersebut masih 

beroperasi seperti biasanya. Hal yang menjadi syarat perusahaan dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya adalah perusahaan telah 

mengalami kerugian berturut-turut selama 2 tahun, sedangkan pandemi covid-19 

ini belum mencapai 2 tahun.   

 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan PT. Raya Padang Langkat 

Kebun Aceh Tamiang melakukan pemutusan hubungan kerja secara 

sepihak. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 

Manfaat Penelitian 

a. Untuk memperkaya wawasan keilmuan dalam Fiqh Muamalah yang 

terkait dengan pembahasan tentang pemutusan hubungan kerja 

sepihak. Memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran bagi 

pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa 

Fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa Hukum Ekonomi 

Syariah pada khususnya. Selain itu dapat pula menambah pengetahuan 

bagi masyarakat dan pekerja yang ada di Indonesia terkait dengan 

pemutusan hubungan kerja secara sepihak. 



b. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti-

peneliti berikutnya. 

Hasil Penelitian 

Perusahaan mengalami kerugian atau keadaan memaksa (force majeur), 

pemutusan hubungan kerja karena force majeur, diatur dalam pasal 164 ayat 1 UU 

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena perusahaan tutup yang 

disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun 

atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja berhak atas uang 

pesangon sebesar 1 kali (pasal 156 ayat 2), uang penghargaan masa kerja sebesar 

1 kali (pasal 156 ayat 3) dan uang pengganti hak (pasal 156 ayat 4). Kerugian 

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dibuktikan dengan laporan 

keuangan 2 tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik. 

Melihat beberapa alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu 

perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja pada masa 

pandemi covid-19, walaupun wabah covid-19 merupakan suatu bencana alam 

sebagaimana ketetapan pemerintah dalam Keppres No.12 Tahun 2020 dengan 

alasan force majeur, karena keadaan memaksa (force majeur) biasanya 

merujuk pada tindakan alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya 

serta kerugian perusahaan harus dibuktikan dengan laporan keuangan selama 2 

tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik. 

Aturan mengenai upah pekerja yang dirumahkan terdapat dalam Surat 

Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang 

Dirumahkan Bukan ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja yang menyebutkan 

sebagai berikut: 

1. Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah 

pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali 

telah diatur lain dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau 

kesepakatan kerja bersama. 



2. Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara 

penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja atau para 

pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya 

dirumahkan . 

Sementara itu yang terjadi pada Bapak Dani adalah dirumahkan terkait 

dengan kesulitan perusahaan akibat pandemic covid-19 ini. Pada tahun 2020, 

pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.3 Tahun 

2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam rangka 

pencegahan dan Penanggulangan covid-19 dalam point 2 nomor 4 bahwa bagi 

perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan 

pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan 

covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk kerja, 

dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun 

cara pembayaran upah pekerja dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara 

pengusaha dengan pekerja.  

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dua surat edaran 

tersebut memungkinkan pengusaha untuk merumahkan karyawan, dengan 

ketentuan tetap membayar upahnya. Mengenai besaran upahnya hal itu didasarkan 

pada kesepakatan kedua belah pihak. 

Bapak Dani yang telah bekerja sebagai krani afdeling selama 4 tahun 3 

bulan dan pekerja lainnya yang di PHK merasa kecewa karena pemutusan 

hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan secara sepihak dan 

tidak ada bukti kejelasan terhadap alasan perusahaan mengalami kerugian akibat 

pandemi covid-19. Selain itu pesangon yang diberikan juga tidak sesuai dengan 

yang mereka harapkan.  Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang terdapat 

dalam dua surat edaran di atas. 

 

 

 



Analisis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Akibat 

Dampak Covid-19 di PT. Raya Padang Langkat Kebun Aceh Tamiang 

Ditinjau Dari Hukum Islam 

 

Berdasarkan obyeknya, jenis akad ijarah dalam hal ini adalah ijarah „ala al- 

a‟mal (jual beli jasa) atau ijarah al- quwwah, yaitu penyewaan yang dilakukan 

atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan atau menjahit baju, dengan 

kata lain hal yang di sewakan berupa jasa atau tenaga manusia. 

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al- Maidah : 1 

 ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” 

Dari ayat tersebut dapat di simpulkan bahwa ketika ada pemutusan kerja 

antara pengusaha dan pekerja harus sesuai dengan akad perjanjian kerja atau akad 

ijarah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu kewajiban yang 

harus dilakukan oleh pengusaha adalah pemberian upah atau pesangon. 

 

Berdasarkan firman Allah SWT QS. At- Thalaq :  6 

..ۚ  فاَِنْ ارَْضَعْنَ لَكُمْ فاَٰتُ وْىُنَّ اجُُوْرَىُنَّ   

Artinya “ Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu 

maka berikanlah mereka maka berikanlah kepada mereka upahnya..” 

Maksud upah dalam ayat tersebut bisa juga diartikan sebagai pemberian uang 

pesangon, dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang 

seharusnya diterima oleh pekerja setelah melakukan pekerjaannya. 

Sebagaimana yang telah peneliti kemukakan pada bab terdahulu bahwa salah 

satu hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad adalah selesainya pelaksanaan 

akad karena para pihak telah memenuhi segala hak dan kewajiban yang timbul 

dari akad tersebut serta telah terwujudnya tujuan yang hendak dicapai oleh para 



pihak. Tetapi, dalam kasus penelitian ini yang terjadi adalah berakhirnya akad 

karena di fasakh (dibatalkan) oleh para pihak dalam arti akad tidak dapat 

dilanjutkan pelaksanaannya karena suatu sebab. 

Pada dasarnya akad ijarah adalah akad yang bersifat mengikat, artinya salah 

satu dari orang yang berakad tidak diperbolehkan untuk membatalkan akad tanpa 

adanya suatu alasan atau uzur yang menghalangi kedua belah pihak untuk 

melanjutkan pelaksanaan akad tersebut. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa jika 

ada uzur tetapi masih memungkinkan untuk mengganti dengan barang yang lain 

maka ijarah tidak batal. Sementara itu, jumhur Ulama berpendapat bahwa Ijarah 

akan batal jika objeknya mengandung cacat dan manfaatnya benar-benar hilang 

seperti hancurnya rumah yang disewakan. 

Berbeda dengan pendapat tersebut, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 

boleh memfasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti seseorang yang menyewa 

toko untuk berdagang kemudian dagangannya ada yang mencuri maka ia 

dibolehkan untuk membatalkan sewaan itu. Sebab jika akadnya tetap mengikat 

ketika terdapat uzur maka pihak yang mendapat uzur tersebut dipaksa untuk 

mendapat dharar (kerugian). 

 Dalam kasus penelitian ini, pembatalan akad atau Pemutusan hubungan kerja 

dilakukan karena alasan perusahaan mengalami kerugian selama masa pandemi 

covid-19, tetapi perusahaan masih beroperasi seperti biasanya sampai saat ini. Hal 

ini berarti uzur yang ada masih mungkin untuk diganti dan objek manfaatnya 

tidak benar-benar hilang, karena pekerja tersebut masih dapat bekerja di 

perusahaan tersebut. Tetapi jika di lihat dari sisi uzur yaitu pandemi covid-19 yang 

membuat perusahaan mengalami kerugian, maka dapat dilihat dalam sejarah Islam 

seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslimin masa lalu. 

Dalam sebuah Hadist disebutkan bahwa: 

وِ ناَسًا مِنْ قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ آيةَُ الرِّجْزِ ابْ تَ لَى اللَّوُ عَزَّ وَجَلَّ بِ   

عْتُمْ بوِِ فَلََ تَدْخُلُوا عَلَيْوِ وَإِذَا وَقَعَ بأَِرْضٍ وَأنَْ تُمْ بِِاَ فَلََ تفَِرُّوا مِنْوُ   عِبَادِهِ فإَِذَا سََِ



Artinya : “Rasulullah SAW bersabda “ Tha‟un (wabah penyakit menular) adalah 

suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya dari 

kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di 

suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu 

berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. 

(HR. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid). 

Dari hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya 

wabah tersebut dianjurkan semua umat untuk melakukan karantina mandiri atau 

lockdown. Ketika karantina mandiri diberlakukan maka banyak tenaga kerja di 

Indonesia terpaksa harus dirumahkan, atau melakukan pemutusan hubungan kerja. 

Dalam sejarah ketika terjadi krisis Ramadah pada saat kepemimpinan 

sahabat Umar, dimana krisis tersebut memiliki dampak yang sama dengan ketika 

terjadi wabah, maka yang dilakukan oleh sahabat Umar adalah: 

1. Penundaan penarikan zakat hewan ternak yang terkena dampak 

krisis 

2. Penganuliran Had pencurian jika memang terdesak kebutuhan 

3. Jaminan sosial wajib dengan memanfaatkan baitul mal untuk 

masyarakat yang terkena krisis. 

Terkait ini, pemerintah Indonesia juga telah membuat kebijakan-kebijakan 

untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja selama masa pandemi 

covid-19, diantaranya memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja, 

menerapkan dialog dua arah atau bipartit, menyusun kebijakan ketenagakerjaan 

dalam siatuasi pandemi covid-19, merealisasikan dan memantau implementasi 

paket insentif bagi pengusaha dan pekerja untuk bertahan, dan melakukan dialog 

tiga arah (tripartit) antara pengusaha, pekerja/serikat pekerja dan pemerintah 

sebagai antisipasi pemutusan hubungan kerja seperti efisiensi , pengaturan jam 

kerja, dan pembagian kerja. 

Oleh karena itu, masa pandemi covid-19 dalam islam tidak dapat dijadikan 

alasan/uzur dan tidak dapat dijadikan alasan serta tidak termasuk dalam kondisi 

darurat dari pihak pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karena 

tidak tergolong alasan uzur yang dapat memfasakh akad ijarah. Selain itu 



pemerintah juga telah menerapkan berbagai langkah untuk membantu pengusaha 

dan pekerja untuk bertahan selama masa pandemi covid-19. 

 

Kesimpulan 

Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak di masa pandemi covid-19 

dengan alasan force majeur (keadaan memaksa) yang dilakukan oleh PT. Raya 

Padang Langkat Kebun Aceh Tamiang belum dapat dibenarkan  karena harus 

dibuktikan dengan laporan keuangan yang menunjukkan perusahaan mengalami 

kerugian selama 2 tahun berturut-turut yang telah di audit oleh akuntan publik. 

Selain itu 2 surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah memungkinkan 

pengusaha untuk merumahkan karyawan, dengan ketentuan tetap membayar 

upahnya. Mengenai besaran upahnya hal itu didasarkan pada kesepakatan kedua 

belah pihak. 

Dalam Islam, pembatalan akad ijarah atau pemutusan hubungan kerja secara 

sepihak akibat perusahaan mengalami kerugian selama masa pandemi covid-19 

tidak tergolong sebagai alasan uzur yang dapat memfasakh akad ijarah, karena 

perusahaan masih beroperasi seperti biasanya. Hal itu berarti obyek dan manfaat 

dalam akad ijarah tidak benar-benar hilang. Selain itu pemerintah Indonesia juga 

telah menerapkan kebijakan-kebijakan serta memberikan subsidi kepada pekerja 

dan perusahaan sebagai upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja di masa 

pandemi covid-19 saat ini. 

 

Saran 

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan akibat pandemi covid-19 

dengan alasan force majeur tidak sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, karena harus dibuktikan dengan adanya laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dalam kurun waktu 2 tahun 

terakhir. Tetapi masih banyak perusahaan yang mem PHK pekerjanya dengan 

alasan tersebut. Alangkah baiknya pemerintah lebih memperhatikan dan 

mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan peraturan tersebut. 
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